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PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DAN TRANSAKSI JUJUR
(FAIR DEALING) SEBAGAI DASAR CONTRACT
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : Syamsu Thamrin, SH, MH"

Abstrak

Kajian terhadap permasalahan prinsip itikad baik dan wransaksi jujur terscbut dianggap cukup
penting sebagai bahan pemikiran bagi pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum (law reform)
pacda abad XXI, khususnya yang menyangkut hukum komersial harus dilakukan melalui studi
komparalif, mengingat akibat globahsasi ckonomi, interaksi komersial antara negara cenderung
mengarah pada penyatuan sistem dan prapata hukum. Oleh karena itu penggunasn metode
perbandingan merupakan keharusan, Isu bukum yang mengemuka adalah @ Apa vang dimaksud
dengan itikad baik fgocd faith) sebagal konsep hukum dan bagaimana bentuknya dalam prilaku
transaksi sehan-hari 7 dan bagaimana bentuk norma hukum dan penerapannya? Menurut Prinsip
UNIDROTT tanggung jawab hukum telah lahir sejak proses negoisasi, Prinsip-prinsip hukum yang
beriaku bagi proses negoisasi adalah: (1) kebebasan negoisasi; {2) tanggung-jawab atas negoisasi
dengan itikad buruk; dan (3) tanggung-jawab atas pembatalan negoisasio dengan itikad buruk, Hal
mana secara tegas telah menentukan bahwa jiwa dsenl) dari transaksi bisnis sejak negoisasi sampai
pelaksanaan kontrak harus dilandasi dengan prinsip itikad baik dan transaksi jujur, Setisp negara
diuntul harus memiliki sikap persahabatan sebagai dasar prilaku bisnis. Sikap ini kemudian harus
dikembangankan menjadi prinsip itikad baik(good Faith) dan transaksi yang jujur (Fair Dealing),
Kedua prinsip i harus menjadi * she soul of business” dalam setiap perhubungan antar bangsa
vang melewati batas negara‘wilayah sehingga dapat berlangsung secara adil dan jujur.

Kata kunci : Prinsip Itikad Baik (Good Faith), Transaksi Jujur (Fair Dealing), Coniract
Perdagangan Internasional.

Abxiract

Study of the problemy of the principle of good faith and honest ransaction is considered guite
impertant as food for thawght to the reneweal of the law. Renewal of the Jaw flaw reform) in e XXT
century, especially regarding the commercial law should be carvicd out throngh a comparative
study, considering the result of economic globalizaiton, the commercial interaction between
countries is likely to lead 1o the unification of the system and legal order. Therefore, the use of the
methad of comparison is a must. Legal ixsues which arise are: What is a good faith {eood faith) ay
the legal concepts and how to shape the behavior of everyday transactions? and how the shape of
the. rufe of law and ity application? According to the UNIDROIT Principles of legal responsibility
has been born since the negotiation process. Legal principles applicable to the negotiation process
are: (1) freedom of negotiation; (2) the responsibility for negotiating i bad faith; and (3) the
respansibility for the cancellation negoisasio bad faith, Where it has expressly determines that the
spivif (soul) of business fransactions from negotiations to contract implementation must be based on
the principles of good faith and honest dealmgs. Each state is reguired should have an attitude of
Sriendship ay the bavis of business behavior. This aftitude niust them be a principle of good faith
dikembangankan (gowd Faith) and an honesi deal (Fair Dealing). Both af these principles musi be
“the soul of business' in any mexus between nations cross-border / region so as o be fair and
frerrnest,

Keywards: Principles of Good Faith (Good Faith), Transaction Honest (Fair Dealing),
International Trade Contract.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Prinsip ilikad baik (pood faith) dan tran-
saksi jujur (fair dealing) dibahas pada seminimar
pada tahun 1998 oleh Institate of Commersial
Law Siudies pada niversitas Sheffield di Ing-
gris.! Dari beberapa pemrasaran terdapat pro
dan konira lentang penting tidakmya perinsip
tersebut dimasukkan ke dalam hukum kontrak
sebagai ketentuan vang scharsnya (akas soiffen),
juga dibicarakan tentang kendala penerapan
prinsip dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian terhadap permasalahan tersebut di-
anggap cukup penting sebagai bahan pemikiran
bag pembaharan hukum. Pembahaman hukum
ifaw reform) pada abad XX, khususnyva yang
menyangkut hukum komersial harus dilakukan
melalui studi  komparatif, mengingat akibat
globalisasi ekonomi, interaksi komersial antara
ncgara cenderung mengarah pada penyatuan sis-
tem dan pranats bukum, Oleh karena ity peng-
gunaan metode perbandingan merupakan keha-
rusan.

Penparuh dan pembangunan di segala hi-
dang yang dilakukan hampir serempak atau ber-
samaan di seluruh dunia, telah mendorong ada-
nva upava harmomsasi hukam akibat adanya
kebutuban yang sama, yvaily masing-masing ne-
gara membutubkan adanya pasar dan mvestasi.
Oleh karena itu melalsi pembentukan hukum
nasional yang menggunakan bahan-bahan bhu-
kum dar berbagu nepura, secara lambat Thun,
hukum nasional akan terpengaruh oleh hukum
dart negara yang peraturan-peraturan hukumnyn
menjadi objek studi komparatif,

Harmomsasi hubum sebenamya merupa-
kan resultan akhir vang dicita-citakan oleh pem-
hentuk  lembaga-lembaga vang berkecimpuns
dalam upaya harmonisasi hukum sejak sebelum
Perang Dunia T Upava tersebul di dasarkan
pada kesadaran balwa tidak mungkin tercapai
snatu perdamaian yvang hakiki di dunia ini, jika
sistem-sistem hukum yang berlaku diberbagar
negara salimg berfentangan dan saling herhen-
turan.

Juan F, Rivera menyatakan pentingnya

' Roger Brownsword et Seq, Good Faith fn Coniact
Comtcept And  Cowsderr, England; Dartnout  Publishing
Company Limited, 1999, p, 1-5.

TR

penelitian komparatif dalam pembahaman hu-
kum perdata.” Studi tentang hukum sipil dalam
rangka pembahsmuan hukum pads emumnys
menggunakan dua macam metode pendekatan,
yuriu dengan perbandingan mikro fmicrocompa-
ration) dan perbandingan makro {macrocompa-
rattor), Perbandingan mikro adalah perbandi-
ngan vang dilakukan antara sistern dan pranata
hukum yang berlaku pada rumpun atau famili
yang sama. Sedangkan perbandingan makro
adalah perbandingan  dengan  hukum-hukum
vang berlaku di negara-negara yang menginul
gistern hukum vang sama sckali berbeda Se-
hingga pembaharuan hukum melahy sud: kom-
paratif sungat penting dalsm menentukan Kus-
litas dari peraturan tersebut. Contohnya Civil
Corde baru Republik Pederasi Jerman ketiks se-
belum Perang dunia [ cara berpikir dan sistem-
nya sangat berbeda denpgan negara-negara Eropa
pada umumnya. Tetapi berkat jasa DCP, Bee-
ker melalui studi komperatifnya telah tersusun
Code Civil Jerman yang dupat dikatakan sebagai
yang terbaik di dunia saat i,

Jorge Bobko," dalam thesisnya mene-
kankan pentingnya prinsip itikad baik dan keu-
Juran dalam setiap sendi kehidupan, karena prin-
sip tersebut berakar dan agama dan moral bang-
sa manapun., Bisa  dibsvangkan  ormg-omang
yang dikatakan sebagn komunitas priminil, sa-
ngal menjunjung tngg prinsip itiked baik dan
kejujuran itu vang diwujudkan ke dalam adat
kebiazaan mereka. Oleh Jorge Bobko disebut-
nya schagai the sowl af e people yang dengan
tegns dikatakan: The bext fow fr thad which ix
derived from customs. Like gold  thal v mined
out af the bowel of the earth, such a law iz
precious and enduring because 15 proceeds from
the depihs af the pattonal sl * Dengan demi-
kian, karena hukum vang baik dari kebiasaan
dan keyakinan agama dan moralitas budayva ma-
syarakat, maka prinsip itikad baik dean kepujuran
harus menjudi landosan norma-nonma hubungan
hukum di dalam masyarakat, Kemudian ditegas-

? Libat Juan F. Rivera, The Futher of the first Brown Race
Chvil Code, Queezon City; UP, Law Center, 1978, p.11.

' lorge Babko, Dikutif Taryeon Soensndar, Prinsip Goos
Faith Sebopal dasar Prifoky Taronsadsi Bioniz Dalam
Persaimgan Yomg Sehod, Jurmal, Keadilan, YolX, No, 3,
2002 hoid

* Tarvana, Soepandar, [hid L. 14
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kan lagi bahwa: Gooed faith and fuir dealing are
ter e abserved in oll affair. Breach of good mo-
rais, abwse of rights, and underfanded legal
rransaction are defeared,

Dengan demikian hukum  harmes  secara
konsisten mengarah pada hakekat tujuan seba-
paimana vang dischutkanm olch Justianus; furz
praecepla suml haec: honeste vivere, alterym
non loedere, suum eunigue teibuere atay dalam
bahass J'J:Lg,gt‘isﬂ].ru: the peveepts of the law are;
te (fve howesify; fo hurt mo one, 1o give every
ane Fid diie. vang berarti hukum harus ditujukan
pada pencapaian: kehidupan vang jujur, tidak
menyakiti stapapun, memberikan apa yang dii-
nginkan oleh setiap orang,

Prinsip good faith dicantumkan dalam pa-
sal 1338 KUH Perdata yang dibatasi pada saat
pelaksanpan kontrak. [ negara yang sudah
memperbaharn Code Chalmya mengatur tidak
hanya pada pelaksanaan (performance) kontrak,
tetapi pada selurub proses transaksi, Misalnya
code civil baru Philippina dan Swiss yang men-
cantumkan adanya keharusan orang unmuk ber-
prilaku sesue dengan prinsip moral dan kejuju-
ran. Pasal 19 Civil Code baru Philippina ini me-
negaskan: gvery person msd, 1 the exercive of
kix rights and in the peviormonce af his duties,
give every one his honesty and good faith. Pasal
ini hampir mirip dengan pasal 2 Civil Code
Swizse yang menvalakan: every one must | in the
exercise of s rioghts, and in the performance
af hix duties, act with truth anf faith, The open
misuie af a vight find no profection in the low.
Dalam KUH Perdata Indonesia juga terdapat
aturan tentang itikad baik tersebut, tetapi masih
terbatas pada ketentuan pelaksansan konirak
dan tidak mengatur keseluruhan penerapan hak
dan kewajiban scjak negoisasi, pembentikan,
sampai pelaksanasn kontrak . Pasal 1338 ayar
{3) KUH Perdata menjatakan: bahwa suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan ivkad
baik.

B. Perumusan Masalah
Bertiik tolak dari latar belakang perma-
salahan lersebut di atas, maka dapat diremuskan
beberapa masalah pokok sebagai kajian dalam
malkalah ini, adalah :
. Apa yang dimaksud dengan itikad baik
fgood faithi schagai konsep hukum dan

Syawrsn Thamirin

bagaimana bentuknya dalam prilakn
transaksi schari-hari?

2. Bapuimana bentuk norma hukem dan
penerapannya T

1. PEMBAHASAN

A. Konsep Good Faith dan Fair Dailing

Sehapaimana  dikatakan Jorge Bobko,
hukem yang baik adalali bukum yang divakini
oleh komunitasnya sebagai postulat perilaku
Maka secara o contrario dapat dikatakan hukum
yang tdak diyakini adalah hukum yang buruk
dan karenanya hanya scbagai huruf mati (deathh
lefter). Permasalahannya, bagaimana kita dapat
mengukur kevakinan suam komunitas, Karena
prinsip good faith bersumber pada ajaran moral
dan etika yang merupakan apa yang seharusnya
{das sollen), sementara perilaaku bisnis pada da-
samya merupakan pantulan keinginan komuni-
tas itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnva
nda kecenderunpan perilaku bisnis yang hanya
mementingkan keuntungan sesaar, lanpa mem-
perhatikun kelangsungan bisnis atau kelangsu-
ngan tatanan masyarakat di masa depan berda-
sarkan prinsip itikad baik fgood faith) dan keju-
juran fhonesiy), Konsep imi sebenarnya di nega-
ra liberal sekalipun sudah lama ditinggalkan.

Roger Brownsword menvatakan | in mg-
my legal sysiem around the world, whether civi-
lian sytem or common law, the docirine of good
faith is recognized as ome of the geweral prin-
ciples of contrac low.” Apa vang dimaksud de-
nigan prinsip itikad baik (pood faith) dan tran-
saksi jujur (fair dealing) sampai saal ini masih
terdapat pro dan kontra. Roger Brownsword
sendiri tidak memberikan definisi secara fegas,
tetapi hanya menyatakan fakra bahwa terhadap
pengertian ini ada pendapat yang, negatif, posi-
tif, dan netral. Menururt beliau prinsip tikad
baik mengandung arti subjektif dan objektif
Pengertisan subjektif melihat dari fakta kejuju-
ran (e fact of horesiy) dari seseorang dan vang
objektif dilihat dari standar-standar transaksi
Jujur (fair dealing) vang berada di luar dari pri-
badi dar orang tersebut,

Doktrin Good Faith meagandung penger-

' Roper Brownsword (aod Faith fn Confrect, Comcepd
and Cpntess, Englond: Darinoath Publishing Company
Limited, 1999, hal 15,
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tian bahwa adanya suatu pengekangan fcons-
train) terhadap manusia sebagai mabluk sosial
dan bermoral atas upava mengejar kepentingan
dan keuntungan pribadi agar tidak merogikan
orang lain untuk bertindak secara itikad baik
dengan memperhitungkan kepentingan sah atau
pengharapan dan orang lain® Terhadap penda-
pat ini banyak ahli hukum yang menyangkal,
karena tidak mungkin sesecrang dalam melaku-
kan negoisasi harus memperhatikan kepentingan
orang lain dengan mengesampingkan kepenii-
ngan sendin, Negoisasi dan membuat kontrak
seperti orang sedang bermain cricket, tanpa
memperuangkan bola yang sulit dan tanpa sua-
tu perjuangan vang keras, buksn bermain criket
namanya tetupl hanya permaimaen  beckel anak-
anak. Tanps memperjuangkan kepentingan pri-
badi bukan negoisasi namanya, dan juga bukan
kontrak mamanya apabila keinginan pribadi ti-
dak masuk ke dalam kesepakatan terscbut. Ar-
gumentasi tersebutl dikemukaken Lord Acker
sebagal disventing opinion dalam kasus Wal-
Tord vs Miles (1992) yang menyvatakan bahwa
konsep dalam negoisasi harus beritikad baik
adalah janggal bagi para pihak dalam memper-
juangkan kepentingannya, Dalam suatu pegoi-
sasi masing-masing pihak sudab sepatutnya ber-
hak untuk mengejar dan mencapai Kepentingan-
nya sendir, sepanjang mereka tdak melakukan
penvesatan (misrepresentation). Maka penera-
pan prnstp good faith dalam bemegoisasi ada-
lah tidak berguna di dalam prakiek, karena ber-
tentangan dengan prinsip awar menawar (har-
gainingidalam negoisasi tersebut,

Keberatan selanjutnya, apabila prinsip
good foith diartikan sebagal pembatasan atau
pengekangan terhadap seseorang dalam menge-
jar kepentingan pribadinya dalam negoisas,
timbul pertanyvaan adakah kepastian dalam pem-
buatan kontrak, sedangkan kentrak itu merupa-
kan undang-undang bag para pihak, Sampa se-
berapa jauh dilakukan batasan atou pengeka-
ngan itu, apabila batasannya moral, maka men-
jadi pertanyaan bagaimana moral dapat diukur
dalam batasan-batasan norma hukum yang kon-
kret. Dengan demikian konsep good faith me-
rupakan suatu konsep yang tidak pasti jumcer-
iain). Ditambah lagi jika good faith bersumber

* thid
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dari standar moral, lalu moral siapa vang dapat
dijadikan standar, dan apabila kejujuran(the fo-
nesty) dijadikan standar itikad baik, lalo kepsju-
ran siapa pula vang dapat dijadikan kriteria.
Deh karena itu, tanpa adanya standar vang jelas
dan tegas, maka selamanya akan tetap timbul
ketidakpastian mengena prinsip good fmih dan
fair dealing, Agar prinsip good faith dapat diim-
plementasikan dalam kenyataan, maka diperlu-
kan anplise terhadap hal-hal berikue

# Apakah prinsip itikad baik hanya me-
nimbulkan kesadaran yang nyata (sub-
jektf) ataukah diperlukan adanya stan-
dar-standar transaksi jujur {foir dealing)
yang terfepas dan kedasaran moral scca-
P pPETOTanZEn,

s Apakah prinsip itkad bak berlaku pada
semua tahap kentrak, termasuk prilaku
para pihak pada masa prakontrakieal,

o Apakah prinsip itikad baik hanya meng-
atur prilakufsepert bagaimana para pi-
hiak berprilaku ketika menyusun kontrak,
bagaimana mereka menyusun klausula-
klausula pelaksanaan, pengakhiran dan
penerapannya) atan juga dalam mengatur
substans) kontraknya. Dengan perkataan
lain apakah prinsip itikad baik diterap-
kan baik terhadap prosedur maupun ter-
hadap substansi kontrak.

o  Apakah sturan good fith menambah
anran-atmran yang mmengatar larangan
itikad baik {good faith) st apakah atu-
ran tentang itikad buruk mengatur ma-
salah moralitas kewajiban  sementara
good jfaith mengatur moralitas aspirasi
{the m:r.:.rﬂe:v af aspivation,

=« Apakah prinsip good feith mencntukan
syarat-syarat negatif dan posinf (menca-
kup msalnys;  mop-explodftarion, non-
oppurtunism, ron-vhriking oy well poxifi-
ve coaperation, support, and asisience).

Raphael Powell dalam bukunya * Good
Faith in Contraci™ (1956) yang dikutif oleh Ro-
ger Brownsword di atas, penggunaan doktrin
good faith sangat penting untuk menghindan
pengadilan melakukan ™ fo resort fo comtortions
or subferfuges in order o give effect fn their
sense of the justice of the case” yaitu memutus
perkara yang mengandung pemutarbalikan fakta
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pada rasa keadilan darn kasus tersebut, misalnya
dalam kasus L*Estrange vs Graucob Litd dan
adakalanya prinsip geod fairk lebih kuat dan
efekuf dunpada prinsip lainnya. Schagaimana
dikatakan olch Robert Summer” “withow o
principle of good faith, a fudee might, in a par-
ticular case, be unahie fo do fustice ar all, or
might be able fo do it only at the cost of fictio-
nalising existing legal consepiy and rule, there-
by mnarling up the low for the future caves. In
begetting narl, flction can divert analytical
focus o even casi asperssions on an innoncet
pariy "

Pada pertengahan abad ke XX, menjelang
diterhitkannya Restatesent 11 oleh Amarican
Law Institute (ALI) para pengamat hukum
pada umumnya mengakus bahwe prinsip good
Saeeh telab umum digunakan |, khususnyva dalam
transaksi komersial. Ketika ity telah ada upaya
untuk memformalkan doktrin geod faith yang
puncaknya pada awal tabun 1950, ALI mema-
sukkan Sectiom [-203 pada Uniform Com-
mereial Code (UCC) vang menyatakan:™ every
corfract within fhis Act imposed an obfigarion
af good faith in iz performance or enforce-
ment ", Menurut Karl Liewellyn sebagai Chief
Reporter dari UCC yang memahami benar ten-
tang Civil Code Jerman bahwa ketentuan terse-
but berasal dari Section 242 Civil Code Jerman
vang menyebutkan: "o comfracting pary is
fownd to effect performance according 1o the
reguiremenis of good faith, giving consieration
fo-common usage ™, Mengenm konkretisas: dari
pengeriian good fafth terdapat dalam pasal 2
UCC yang mengandung dua unsur vaitu ; ada-
nya fakta kejujuran (the homesty infact) dan
standar komersial dari bisnis atau perdagangan
fihe ohvervance of reasonable commercial
standards of the business or bade),

B. Prinsip Good Faith Dalam nidrodt,
Dalam berbagai sistem hukum, pada da-
sarmys prinsip gowd fait telah dilenima sebagai
prinsip umum di dalam transaksi kontrak ko-
mersial. Bahkan UNIDROIT Principles for
International Commercial Contraces
(“UPICCs™) secara tegas telah menentukan
bahwa jiwa (von/l dari ransaksi bisnis scjak ne-

T Lihat Ruger Hrownsword, fhid., hal. 26.

Npamiin Thamrin

goisasi sampai pelaksanaan kontrak harus di-
landasi dengan prinsip itikad baik dan transaksi
Jujur. Sementars KUHPerdata schagai kelanju-
tan dari Code Civil dan Coder Napoleon hanya
mengatur prinsip wikad baik pada sast pelaksa-
naan kontrak dalam pasal 1338, Landasan utama
dart schiap transaksi komersial adalah prinsip
itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini
harus melandasi selurah proses kontrak mulai
dari negoisasi sampai pelaksanaan dan berak-
hirnya kontrak. Pasal 1,7 menyatakan: (1) Each
party must act in eccordance with good foith
and fair dealing in tnlerational rade: (2) The
parities may not exclide or limit this duty ™, Me-
nurut Restatemens dari pasal i ada tigs unsur
prinsip itikad bailk dan transaksi jujur, yaitu:
itikad balk dan transaksi jujur sebagai prinsip
dasar melandasi kontrak; prinsip itikas batk dan
transaksi jujur dalam UPICCs ditckankan pada
praktek perdagangan infernasional; dan prinsip
itikad baik dan tran saksi jujur bersifal memak-
8.

Sebagat ilustrasi dapat dikemukakan con-
toh; A seorang pemasok barang memberi walctu
dua pulub delapan jam kepada B untuk memu-
luskan menerima atau tidak penawaran foffer)
yang diajukannya. Tetapi perawaran tu dike-
mukakan pada kondisi waktu yang sangat men-
desak, misalnya pada hari jum’at fweekend) sore
padahal sudah diketahuinya ban saptu adalah
hars libur, sedangkan fax di Kantor A nidak dihi-
dupkan dan tidak dipasang mesin penjawab iele-
pon yang dipat menyimpan pesan. Bagi B jang-
ka waktu yang diberikan itu terlalu singkat, apa-
lag jika B memutuskan untuk menerima pena-
wiran iy, sehingga B tidak mungkin dapal me-
lakukannya. Apabila penerimaan B sampai pada
hari Senin berikutnya (sudah lewat 28 jam), dan
A menolak penerimaan (gccepiance) B tersebut,
maka tindakar A tersebut bertentangan dengan
prinsip ittkad baik sejak menentukan batas
wakiu penerimaan pada kantornya dalam jungka
waktu dua pulub delapan jam.

Seluruh Bab dard UPICCs mengandung
prnsip iikad baik (good faitht dan transaksi ju-
Jur (fait dealing). Yang berarti bahwa prinsip
tersebut merupakan landasan utama dari hukum
komtrak. Setiap pihak wajib menjunjung tingg
prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam ke-
seluruhan jalennva kontrak mulai dan proses
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negoisasi, pembuatan, pelaksanann, sampai pada
berakhimya kontrak. Benkut beberapa contoh
mengenai pelanggaran prinsip itikad baik dalam
suztu kontrak yang syaraimya digantungkan ke-
pada kehendak salah satu pihak. Misalnya A
adalah sebuah agen perusahaan yang melakukan
usaha atas nama B, sebagai prinsipal, untuk
mempromosikan barang-barang B di Bandung.
Klausula kontrak menentukan apabila A mela-
kukan transaksi dengan pihak ketiga untuk
kepentingan B, hak A untuk meminta kompen-
sasi {compensaiion) baru berlaku apabila ada B
telah menyetujui mansaksi terscbut. Semenlara
dalam klavsula terschut, B bebas menentuban
apakah menyetujui atau tidak, tergantung pada
kehendak B sendiri. Jika A telah melakukan
perjanjian dengan pikak ketiga berkali-kali seca-
ra berturut-turut, tetapl B melakukan penalakan
secard sistematis, maka penolakan itu menipa-
kan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.
Karena persetujuan itu digantungkan kepada ke-
hendak scpihak s1 B, maka penerimaan atan pe-
nolakan digantungkan pada itikad baik atgau
rmat batk B dalam melakukan transaksi tersebut,
sehingga jika B melakukan penolakan secara se-
wenang-wenang, A harus diben hak untuk me-
minta pelaksanaan kontrak tersebut dan B,

Contoh lainnya, dalam perjanjian lredit
antara A (sebuah bank) dengan B (seorang nasa-
bah}, terdapat klausula Bank sewaktu-wakiu da-
pat menghentikan kredit yang telah diperjanii-
kan. Apabila dengan kredit itu A telah membuat
suatu perencanaan kerja sedemikian rupa berda-
sarkan perhitungan kredit tersebut, A dengan
tiba-tiba tanpa alasan yang jelas telah menalak
melakukan pembayaran lebib lanjut kepada B.
Akibatnya wsahanya menderita kerupian berat.
Walaupun pada kenyataan perjanjian memuat
syarat yang membolehkan A untuk memperce-
pat pembayvaran atas kemauan, permintaan A
untuk pemhayaran secara penuh tanpa terlebib
dahulu memberikan peringatan dengan tanpa di-
sertai alasan pembenar akan melanggar prinsip
itikad baik.

Prinsip itikad baik dalam katannya de-
ngan UPICCs lebih ditekankan pada prinsip
perdaganpan internasional, Penekanan pada per-
dagangan internasional dimaksudkan untuk me-
negaskan bahwa UNIDROIT ingin mengatur
hubungan-hubungan hukum yang netral dan
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tidak dimaksudkan untuk menentukan standar
vang dipakm dalam hukum nasional. Namun
aturan 1ty dapat menpd standar domesik jika
negari-negara secarn umum felah menerimanyi.
Avquran dalam praktek bisnis dapat berbeda-beda
untuk setiap sektor perdagangan tertenti. Bah-
kan ada sektor perdagangan yang afurannya sa-
ngzat dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekono-
mi di mang perusahaan itu berada. Misalnya da-
Inm kontrak jual bell alat-alat berteknolog ting-
wi, antara A dan B ditentukan klausula bahwa
pembeli akan kehilangan haknya untuk me-
nuntit cacat barang il apabila ia tidak member
tabu kepada penjual dengan menunjukkan sifat
dari cacat im sebelum lewat wakt mperhimung
sejak ia menemukan atau sevogianya telah me-
nemukan cacat tersebut, Apabila A, sebagal seo-
rang pengusaha di suatn negars di mana perala-
tan semacam itu biasanya digunakan, welah me-
nemukan cacat dalam alat tersebut setelah dija-
lankan, tetapi dalam pemberitahuannva kepada
B {penjual alat) tersebut, A memberikan indika-
si vang salah mengenal kecacatannya, maka A
gkan kechilangan hak gugainya afas cacat terse-
but scjak pengupan yvang lebih telity tentang ke-
cacatan itu dilakukan untuk membeni spesifikasi
yang penting kepada B.

Para pihak wajil bertindak sesuai dengan
prinsip itikad baik dan transaksi jujur serta tidak
boleh mengenvampingkan atau membatasi prin-
sip tersebut. Misalkan faktanya sama seperti di
atas, namun bedanva A melakukan usaha di sua-
tu negara di mana tipe alat tersebuty hampir fi-
dak dikenal. A ndak akan kehilangan hak gugat-
nya atas cacal terschut karena B haarms menya-
dari kekurangan pengetahuan teknis dart A, se-
hingpa tidak seharusnya menganggap A dapal
dengan tepat mengetahni kecacatan atas bamang
tersebut.

C. Larangan Berpegoisasi Dengan  Itikad
Buruk (Bad Faith).

Prinsip vang cukup pemting yang distur
dalam prinsip UNIDROIT adalah  jangkauan
mengentl prinsip itikad baikigood faith) yang
berlaku sejak negoisasi. Pasal 2.15 mengatur
tentang larangan negoisas) dengan itkad buruk
dengan menentukan : (/) A party is free fo nego-
tlatie and s not llable jor failure o reach an
agreenent; (2} Howover, o party who negolia
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rex ar beeaks off negotiations in bad falth iy lia-
bie for the losses to the other party; (3) it is bad
fedlth, in ;‘Jurﬂ'.'.‘ufnr, ﬁ.!.l" o party lo enter into or
continie  negofiaiions when intending ol 1o
reach an agreement with the other party.

Menurut prinsip UNIDROIT tanggung
jawab hukum telah lahir sejak proses negoisasi.
Prinsip-prinzsip hukum yang berlaku bagi proses
negoisasi adalah: (Dkebebasan negoisasi; (2)
tanggung-jawab atas negoisasi dengan itikad
buruk: dan (1) mngeung-jewab atas pembatalan
negoisasio dengan itikad buruk.

Restarement dari ketiga prinsip tersebut
mengemukakin balwa para pihak tidak hanya
bebas untuk memutuskan kapan dan dengan sia-
pa melakukan negoisasi, tetap juga bebas untuk
meneriukan kapan. bagaimana, dan untuk bera-
pa lama proses negoisast akan dilakukan. Keten-
(uan in mengikutl prinsip dasar kebebasan ber-
kontrak yvang diatur dalam pasal 1.1, dan me-
nentukan hal yang fundamental untuk menjamin
persaingan schat di antara para pelaku bisnis
yang berkecimpung dalam perdaganpan interna-
sional,

Setiap orang bebas untuk melakukan ne-
goisasi dan untuk memuiusakan syarat-syarat
yang dinegoisasikan, Namun demikian, negoisa-
si tersebut tidak boleh bertentangan dengan
prinsip 1tikad baik dan transaksi jujur yang dia-
tur dalam pasal 1.7, Sebagai suatu contoh negoi-
sasi dengan jtikad buruk |, apabilz sesorang me-
lakukan negoisasi atau mefanjutkan negoisasi
dengan orang lain tanpa memiliki keinginan un-
tuk mengadakan perjanjian dengan orang terse-
but, Contoh Iainnya apabila sesecrang dengan
sengaja telah menvesatkan pihak lain mengenai
{51 atau syarat-syarat kotrak yang diajukan, baik
dengan cara mengajukan fakia yang menyesal-
kan maupun dengan menyembunyikan fakia
yang semestinys dibentahukan ataupun menge-
nat status pars pihak dalam kontrak tersebut.

Tanggung-jawab atas negoisasi dengan iti-
kad buruk terbatas hanya pada kerugian yang di-
akibatkannyn terbadap pihak lain. Pihak diragi-
kan dapal meminta pengembalian biaya-biaya
yang telah dikelearkan ketika negoisasi dan juga
dapat meminta ganti rugi atas kehilangan ke-
sempatan  untuk  melakukan  kontrak  dengan
prang ketiga (prinsip ini disebut dengan bunga
kepercavaan atay bunga negatif), tetapi tidak

Syaursy Thoarin

ada kewajiban mengganti keuntungan yang se-
yogianya diperoleh dari kontrak vang batal di-
buat (yang dikenal dengan bungan pengharapan
atau bunga positif). Untuk lebih jelasnva dapat
ditlusirasikan dengan contoh-contoh  sebagai
berikut:

|, Misalnya, A telah mengetahui keinginan
B unmk menjual restorannya, A, walau-
pun tidak bernial membeli restoran terse-
but, relah melakukin negoisesi yang
panjang dengan B untuk jual beli i, de-
ngan maksad mencegah B menjual res-
Loran tersebut kepada C, sebagai saingan
A Kemudian A menggagalkan negoisasi
terscbut kelika C telah membeli restoran
lain, maka A harus bertanggung jawab
terhadap B, karcna telsh menjoal resto-
rannya dengan harga yang lebih rendah
dart pada vang ditawarkan oleh C, uniuk
perbedaan harga tersebut;

2. Misalnya, A melakukan negoisasi yang
panjang untuk pinjaman bank dar kantor
cabang B. Pada akhir negoisasi kator ca-
bang i mengumumkan bahwa ja tidak
memiliki kewenangan untuk menandata-
ngani dan kepala cabangnya telah me-
mutskan untuk tdak menyetujur rn-
cangan persefijuan itu. A, yang semesti-
nya pada saat itu dapat memperoleh pin-
juman dari bank lain, berhak uniuk
mempercleh ongkos-ongkos yvang dike-
fuarkan dalam negoisasi it dan keunte-
ngan-keunungan yang semestinya telah
diperoleh selama keterlambatan itu sebe-
lum mempercleh pinjaman dar bank
lain.

Hak untuk membatalkan negoisasi juga
tunduk pada prinsip itikad baik dan transaksi
Jujur, Apahila suatu penawaran telah dilakukan |
penawaran 1tu dapat ditank kembali hanva da-
lam batas waktu vang ditentukan dalam pasal
2.4, Bahkan sebelum sampai pada tuhap ini atan
dalam proses negoisasi dengan urutan yang -
dak tentu dar peniwaran dan penerimaan, salah
satu pihak tidak lagi bebas membatalkan negoi-
sasi secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang
sah, Apabila tidak tercapai kata sepakat , rentu
saja penyelesaranmya tergantung pada keadaan
yang cihudapi dalam kasus tersebul, sampai pa-
ra pihak. memiliki alasan yang menjadi dasar
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untuk memutuskan hasil akhir dari negoisasi
terscbul. Misalnya A menjamin alas pemberian
franchise apabila B melakukan langkah untuk
mendapatkan pengalaman dan mempersiapkan
penanaman modal schesar § 150.000. Selama
jangka wakm dua tahun berikuinya, B mempu-
nyai persiapan yang jelas dengan harapan agar
dapat mengadakan kontrak itu dengan jaminan
dari A babwa B akan diberi franchise . Ketika
semuanya telah siap untuk segera melakukan
prsetujuan, A memberi syarat agar B menanam-
kan modalnya sejumlah tertentu yang lehih
besar dan menolak syaral tersebut. Maka dalam
hal im1 B yang menolak berhak untuk meminta
agar A mengganti braya-biaya yang telah dike-
lparkannya dalam rangks mempersiapkan kon-
trak terschul.

Ketike para pihak melakukan negoisasi,
tentu ada rahasia-rahasia perusahzan yang terbu-
ka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Maka
ada kemungkinan mereka dapat memanfaatkan
rahasia terscbut uniuk keuntungannya. Pasal
2.16 mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan:
" Where informartion is given as confidential by
ane party in the course of negoisation, the ordy
party is under a duty to disclove that informeti-
e or fo use it improperly for s own purposes,
whether or not o comract i subsequently con-
cluded  Wherg appropriate, the remedy for
breach of that duly may inclde compensation
based on the benefid received by the other par-
"

Berdasarkan ketentoan tersebut dapat di-
simpulkan pada dasamnya para pihak tidak wagih
menjaga rahasia, tetapi ada informasi yang me-
miliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan
dan dimungkinkan adanya kerugian yang harus
dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang
disepakati, para pihak dalam negoisasi pada da-
samya tidak wajib untuk memperlakukan bahwa
informasi yang mercka pertukarkan sebagai hal
yang rahasia, Dengan perkataan lain, apabila
para pihak bebas menentukan fakta mana yang
relevan dengan transaksi yang sedang dinego-
sasi, informasi tersebut dianggap bukan rahasia,
yakni informasi dimana pihak l;ain dapat mem-
bukanya kepada orang ketiga atau dapat meng-
gunakannya untuk kepentingan sendiri walau-
pun kontrak tidak berhasil dibuat, Hal ini dapat
ditlustrazikan contoh; miselnya A mengundang
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B dan C, para produsen dari sistem air-cinditio-
ning, untuk menyampaikan penawaran menge-
nai instalasi darl sistem terscbut. Dalam pena-
warannya B dan C juga meemberikan beberapa
rincian teknis yvang menyanghut fungsi dan sis-
tem tersebul, dengan maksud untuk meningkat-
kan nilw produk mereka. A memumuskan untuk
menolak tawaran B dan hanya melanjutkan ne-
goisasi dengan C. Dalam hal ini A bebas meng-
gunakan informasi vang dimual dalam tawaran
B itu dalam rangka menyakinkan C dengan tu-
juan agar diberikan syarat-syarat yang lebih me-
nguntungkan.

Salah satu pihak mungkin saja memliki
kepentingan ates informasi erientu yang diben-
kan oleh mhak lain untek hdak dibocorkan atan
dugunakan untuk twjean selain yvang telah diten-
tukan. Sepanjang pihak terschut sccara topas
menyatakan bahwa informast terschut dinnggap
rahasia, maka dianggap dengan menerima infor-
masi tersebut pihak lain secara tersirat setuju
untuk memperlakukan informasi tersebur seba-
gai hal ying rahasia. Permasalaban dapat timbul
apabila tenggang wakiu larangan pihak lam un-
tuk tidak membuka informasi tersebut terlalu
lama, hal ini mungkin dapat bertentangan de-
ngan hukum yang berlaku yang melarang prak-
tek bisnis vang bersifat membatasifresiricfive
buyiness practices). Bahkan walaopun tidak ada
pernyalaan secara legas, phak yoang menerima
informasi dapat diminta menjaga kerahasian itu,
Persoalan timbul, apabila berdasarkan sifat ter-
tentu dari informast atau kualifikasi profesiona-
litas dari para pihak, tindakan itu akan bertenta-
ngan dengan prinsip umum tentang itikad baik
dan transaksi jujur bagy yang menecima infor-
masi untuk membuka atau menggunakan infor-
masi tersebul untuk kepentingannya sendin se-
telah putusnya negoisasi. Hustrasi contoh; mi-
salnva A tertarik untuk mengadakan persetujuan
fain venture dengan B atau C, keduanya adalah
pabrik mobil terkemuka di suatu negara. Negoi-
sasi berjalan baik dengan B khususnya. dan A
menerima informasi rinci secara wajar yang me-
nyangkut rencana-rencana B unmk membral
desain mobil baru, Walaupun B tidak meminta
secara tegas kepada A untuk memperlakukan in-
formasi tersebut sebagai hal yang rahasia, kare-
na informasi fu untuk desain mobil baru, A
mempunyai kewajiban untuk tidak membuka
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pnfommast ersebut kepada C, juga A tidak diper-
kenannkan untuk menggunakan rencana it un-
ik kepentingan proses produksinya sendirl wa-
laupun scandainya negoisasi itu tidak berhasil
mencapal penutipan kontrak,

Pelanggaran atas prinsip kerahasian me-
mimbulksn tanggung-jawab untuk  mengganti
kerugian, Jumlah kerugian yang harus dipulih-
kun dapat bermacam-macam, tergantung pada
gpakah parn pihak teloh membieal persetujean
khusus atay tidak untuk ddak membuoka infor-
masi. Buhkan apabila pthak yang dirugikan i
tidak monderita kerugian apapun, i berhak atas
keuntungan yang didapat karena membuka n-
formasi lersebul kepuda pihak ketiga atau kare-
na menggunakannya untuk kepentingan sendiri.
Apabila perlu, misalnye ketika informiasi terse-
but dibuka seluruhnya atau telah dibuka hanys
sebaman, Pilak vang dirugikan dapat meminta
keputusan (infuction) dar hakim berdusarkan
hukum yang berliaku.

I3, Kontrak Batal atau Dapat Dibatalkan
Apabilapara pihak telah terikat pada suatu
perserujuan, maka kesepakatan mereka haruslah
ash fpenuine). jika persctujuan i dicapal atas
dasar kesalahan (misrabe), penyesatan (mivre-
presentarion), pakssan (dwress), maka orang
vang dirugikan berhak umuk membatalkan kon-
trak. Sebagm landasan pembatalan adalah reali-
tas kesepakatan(the reality of consent) tidak ada,
Salah satu pibak kemungkinan melakubkan
pessetijin berdasarkan pada keyskinan yang
saluly, haik salah perkirsan atau hukom atau fak-
ta. Suaty kesalaban akan mengakibatkan Kon-
truk batal Kesalphan dapat dibagn dalam dua
katcgon: kesalabon tentang hukum dan kesala-
han tentang fakta. Suatu kesalaban dari seseo-
rang atas hak dan kewajiban hukum adalah ke-
salahan adulah kesalahan atas hukum dan kesa-
lahan demukian  tidak mengakibatkan kontrak
menjadt batal, Alasannva adalah karena ada fik-
i hukum menyatakan bahwa setiap orang di-
anpeap mengetahul hukum, Suaty pemystaan
bahwa orung i tidak mengetshw hukum tidak
bisa dimaathan adalah benar. Misainyn, seorang
supir mengira babiwa batas kecepatan adalah 30
kilometer perjam kelika ia melewati jalan yang
membalehkan kecepatan 60 kilometer perjam,
kesalahan it tidak menimbulkan hak menyvang-
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kal bagi s1 sopir alas kecepatan tersebul. Sudtu
kesalahan fmistake) tidak dapat disamakan de-
ngan salah perhitungan (error of udgemeit),
karena dengan kesalahan tersebut seseorang ti-
dak dapat lan dan tanggung-jawab kontraktual.
Misalnya, Anna membeli meja anuk yvang diper-
hitungkannya bemnilai US 5 10.000, vang kemu-
dian ternyata harganya hanva AS 5 2000, Maka
dia tidak berhak uniuk membatalkan kontrak
dan meminta pengembalian vang, kecuali di-
sepakati oleh sipenjual. Kontrak yang mengan-
dung kesalahan atas faktanya, mengakibatkan
kontrak terschut batal dari sejak awalfvoid ab
imirio). Maka menurut hukum tidak pernah terja-
di kontrak,

Egsalahan dapat dibagi dalam tga katego-
ri, vaitu: periama, kesalahan hersama fcommon
mistake); kedoa, kesalaban umbal balik (e
mistake), dan ketiga, kesalahan sepihak funifare-
ral mibsiake). Hal ini dapat ditlustrasikan de-
ngan conteh, misalnya, A dengan B scpakat un-
tuk menjual schual mobil, pada saat dilskukan
jual beh terschut kedua belah pihak bdak me-
ngetahui bahwa mobil tersebut rusak akibat ke-
celakaan, melainkan meyvakininya bahwa masih
utuh. Maks mereka segera bersama-sama telah
melakukan kesalahan, Kontrak demikian adalah
batal. Mamun ftidak semua kontrak yang me-
ngandung kesalahan bersama menjadi batal.
Hukum membatasinya pada adanya abjek kon-
trak atau fakta pundamental dar kontrak terse-
but pada saal dibuatnya kontrak. Misalnya da-
lam kasus Prichard Vs, Merchant’s and Tra-
desman’s Mutual Lile Assurance Sociaty
(1858) 3 CBNS 622 Fakta: Polis asuransi jiwa
telah dibuat wnik seseorang, bensficiary iclah
membayar prime untuk memperpanjang  pols
tersebut, Pada saat it kedua belah pihak tdak
menyadart bahwa orang yvang diasuransikan ter-
scibut telah meningpal dunia, Maka kedua belah
pihak telah melakukan kesalahan menyangka
bahwa orang yang diasuransikan masih hidup,
Maka heneficiary berhak unluk mengambil
kembali premi perpanjangan tersebut. Keputu-
san pengadilan memutuskan bahwa kontrak ba-
tal karcna terjadinva kesalahan bersama (com-
man mistake), Kesalahaannya adalah mengenai
fakta pundamental dari kontrak tersebut, yakm
sl tertanggung disangka masih hidup.

Dalam kasus vang lsinnys, pengadilan
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menyimpulkan dari perilaku para pihak tentang
adanya janji objek kontrak ada, maka kontrak
adalah sah, yaitu dalam kasus Me, Rae Vs
Commonwealth Disposal Commision (1950
84 R CLR 377, Fakta: tergugal mengiklankan
tender uniuk pengangkatan (safvage) sebuah
tanker minyak yang terdampar di Jourmand
Reef dekat Samarai. Mc Rae telah berhasil
memperoleh tender dan menuiup kontraak untuk
pengangkatan (salvage): “an oil tanker... Wrec-
ked on Jowrmond Reef... [0 Mifes flal Kilo-
metres) north Somarai”, Pengpugat melakukan
ckspedisi salvage tetapi tidak menemukan tan-
ker tersebut, karema memang tenker terscbut
ticak ada; Mc Rae mengajukan gugatan ganti
rugi dan terpugat mengajukan penyangkalan
dengan alasan telah terjadi kesalahon bersama
f{conman miviake) sehingga kontrak menjadi ba-
tal, dengan demukian penggugat tidak berhak
untuk meminta ganti Tugi atas dasar wanpres-
tasi. Putusan Mahkamah agung (High Cowrt)
Austria memutuskan tidak terjodi kesalahan ber-
sama (common mistake), karenu perilaku tergu-
pat menunjukkan adanya janji (promise) kepada
Me. Rae bahwa kapal tersebut ada.

Suat kesatahan timbal balik tegadi apabi-
la kudua belah pihak bersalah tetapt kesalahan-
nya berbeda. Misslnya, A menawnrkan muohil
Holden kepada B, dan B menyangka akan mem-
beli motil ford kepunyann A. Kesalahan demi-
kian belum tentu dapat membetalkan kontrak,
tetapi terganmung pada apakah telab terjadi per-
sesuaian kehendak (meeting of minds), yaitu pe-
nawaran dan penerimaan secara nyata. Pengadi-
lan harus dapal menjawab permasalahan apakah
OTANE yang waras (resonahle person) akan me-
nyatakan bahwa konimk ada 7. Contoh dalam
kasus Raffles Vs Wichelhans (1864) Faka:
Tergugat sepakat untuk membeli kapas yang
akan datang dari Bombay dengan kapal Perles,
namun temyata ada dva kapal yang bermama
Peerles vang pertama datang pada bulan oktober
dan yang lainnya pada bulan desember. Penawa-
ran pengguget pada kedatasngan kapal bulan
Desember, sementara penerimaan tergugat ada-
lah kedatangan pada bulan oktober, Putusan: pe-
ngadilan memutuskan tidak ada kontrak yang
mengikat karena masing-masing pihak mengi-
nginkan kontrak atas pengapalan yang berbeda,
sehingga tlidak ada persesuaian kehendak, dan
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tidak ade penawaran dan penerimaan yang nya-
ta, dengan demikian kontrak adalah batal. Seo-
rang manusia yang warzs sudah pasti odak akan
mengatakan bahwa konirak tersebut ada,

Kesalahan sepihak adalah kesalahan yang
dilakukan hanya oleh salah satu pihak dan pihak
lain mengetahui kesalahan itw . Kesalahan i
dapat berupa syarat-syarat kontrak, juga tentang
identitas pihak lain. Dalam kasus Taylor vs
Johnson (1983) 57 ALJR kontrak dapat dibatal-
kan apabila kesalahan unilateral tersebut menge-
nai syarat pundamental daan apabila pihak yang
membuat kesalahan menyadan kesalahan ity pa-
da saat membuat kontrak tetapi tidak melakukan
perbaikan apapun, maka kontrak tersebut diba-
talkan oleh pibak lain vang tidak berbuat kesala-
han. Dalam kasus im Johnson dibenkan opsi
oleh Taylor untuk membeli 17 acres (4 hectares)
tanah dengan harga US § 13.000. Johson salah
mengira tanah tersebut  disangkanya US 3
15.000 per acre schingga ia membayar US §
150,000, sementara Taylor diam sajs  tidak
memberitabun kesalahan tersebut. Putusan Pe-
ngadilan menyatakan bahwa Taylor menyadarai
kesalahan tersebut tetapi dia diam saja tidak
melakukan perbaikan, sehingga pengadilan
memberikan opsi kepada johnson untuk mem-
batalkan konirak tersebut atau tidak.

Kesalahan tersebut dapat juga teradi ter-
hadap subjek konirak, Misalnya, Alek scorang
produser film melakukan kontrak dengan B
yang dikimya orang it bruce lee. Apabila Bru-
ce mengetahui kesalahan 1ty dan dia diam saja
tidak mengalakan yang sesunppuhnya, maka
opsi untuk membatalkan sepihak ada pada Alek.
Sesearang yang menangani dekumen tertulis,
tetapi temyata orang itu telab salah sanghka atas
15 dekumen itu yang sesunggubnya tidak dike-
hendakinya. Orang tersebut dapat menyangkal
dengan prinsip yang dikenal dengan non est
feetwm yang berarti itu bukan aktanva (i is not
his deed). Ada dua syvarat vang harus dipenubi
agar ia dapat menggunakan sanggaban lersebut
yaitu; Pertema; orang it harus meyakini bahwa
dokumen yang seyogianya ditandatangani seca-
ra jelas dan fundamental berbeda dengan apa
yang secara nyata ditandatangainya. Misalnya,
seseorang mengira bahwa yang akan ditandata-
ngani adalah dokumen hak tanggungan atas ta-
nah sebagai jaminan pinjaman wang, tetapi ter-
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nyata ia menandatangani dokumen yang menya-
takan pengalihan hak atas tansh i kepada
orang lain. Kedua, perandatangan im tidak ada
unsur kelalaian atau kecerobohan dalam meng-
gunakan dokumen tersebut. Jika seseorang
mempunyai kesempatan untuk membaca atau
dekumen ity telah dibacakannyva kepada puara
pihak dan ia tidak menggunakan kesempatan it
untuk menyangkalnya, maka sipenandatangan
itu tidak dapat menggunakan dasar mon est fac-
fure, karena tindakan penandatangan it dida-
sarkan kepada kecerobohan, Sementara orang
yang akan menandatangai suai dokumen mem-
punyai kewajibon untuk tidak berlaku ceroboh.

Realitas kescpakatan {reality of consenr)
akan menjadi tdak ada dalam schuah kontrak
apabila terdupat penyesatan (misrepresentarion)
merupakan pernyataan fakiaisiarement of fact),
yang tidak benar, Kontrak vang dibuat Karena
penyesatan dapat dibatalkan fveldable) oleh m-
hak vang dirogikan. Penyesatan mengandung
unsur-unsur schagal bertkut:

s Suafu penyesatan hams mempakan pe-
nyataan Keadaan (srafement of fact) vang
berbeda dengan pemyataan pendapat
(statement of opinion) atan pernyataan
hukumistatement of law), Ada kalanya
dimungkinkan dalam beberapa hal suatu
pernyataan  pendapat mengandung  pe-
nyesatan (misrepresenialion), apabila se-
seorang yvang memeben pendapal secara
tidak jujur sehingga orang sehat pikiran-
nya fiduk dapat mengira bahwa pendapat
it bohong.

¢« Penvesatan tersebut harmus tdak benar
(wmtrue),

s Pemyataan itu harus dimaksudkan untuk
mendorong pihak lain terikat pada kon-
trak tanpa menyadarai kebohongan atan
penyesaton terschuf,

# Kontrak it ditkut pihak lamn harus atas
dasar dorongan penyesalan tanpa menya-
dari yang sesungguhnya. Pihak yang me-
ngetabui kebohongan pemnyataan itu dan
tefah temkat pada kontrak rersebut, tidak
dapat mengpunakan dalil bahwa permya-
taun 1ty bohong schingga 1a tidak terikat
kontrak.

» Harus ada kerugian yang diderita oleh
orang yang turut serta dalam kontrak ter-

Syamsn Thamrin

sehul, yang pada umumnya berupa keru-
gian finansial

Sebagai ilustrasi dapat dikemukan contoh,
misalnya seorung calo tanah bermaksud menje-
bak seseorang agar mengikuti keinginannya un-
tuk melakukan kontrak jual beli denpan menga-
takan kepada calon pembeli tersebut bahwa di
arca tanah it akan segera dibangun pertokoan
olch pemerintah setempat sehingga harga tanah
tersebut menjadi tinggi. Padahal omengan calo
tersebut adalah tidak benar. Apabila orang terse-
but Berhasil legjebak dan kontrak tersebut terjadi
karena ada bujukan tersebut, maka pihak yang
dibuwjuk  dapat membatalkan kontrak tersebut

dan meminta gant kerugian yang dideritanya.
Ada dua bentuk penyesatan (misrepresen-
tation) yaitu: froudelent misreprexentation dan
innncemt misrepresentarion. Apabila sescorang
melakuken penvesatan secara sadar dan dise-
ngaja, maka orang tersebut telah melakukan

Jraudelent misrepresentation. Tetapi sebaliknya

apabila 12 tidak menyadarai lelah melakukan
penyesatan, tetapl kemudian pihak lun dirg-
kan karena pemyataan fakia (Staiement of focr)
vang disampatkannya adalah odak benar, maka
orang tersebut telah melakukan inmocenr misre-
prexeniation,

L. PENUTUP

A. Kesimpulan

. Menurut Prinsip UNIDR(HT tanggung
jawab hukum telah lahir sejak proses
negoisasi. Prinsip-prinsip hukum yang
beriaku bagi proses negoisasi adalah: (1)
kebebusan  negoisasi; (2) anggungja-
wab atas negoisasi dengan itikad buruk;
dan (3) tanggung-jawab atas pembatalan
negoisasio dengan itikad burk, Hal ma-
na secara tegas telah menentukan bahwa
jiwa (xoui) dari transaksi bisnis sejak
negoisasi sampai pelaksanasn kontrak
harus dilandasi dengan prinsip itikad
baik dan transaksi jujur.

2. Senap negara dituntut harus memiliki
sikap persahabatan sebagai dasar prilaku
bismis. Sikap imi kemudian harus dikem-
bangankan menjadi prinsip itikad baik
fgood Faith) dan wansaksi yang jujur
(Fair Dealing). Kedua prinsip ini harus
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menjadi “the soul of business " dalam sc-
tiap perhubungan antar bangsa yang me-
lewati batas negara’'wilayah schingga da-
pat berlangsung secara adil dan jupur.

B. Saran

1.

Oleh karena pentingnya prinsip good fait
dan fafr dealing dalam perdagangan in-
termasional, maka prinsip ini kemudian
diterima di dalam kontrak komersial In-
ternasional. Hal ini dapat dilihat dari
ketentuan LINTDROIT Principles for In-
ternational  Commercial — Contracts
(LUPICCy) yang tercantum dalam pasal
|7 yang berbunyi:  each parfy must act
in accordance with good faity and fair
dealing in international trade and ithe
parties may noi exlude or limit this
eluty ™,

Dengan adanya prinsip good foith dan
fair dealing, walaupun seliap negarai
bebas untuk melakukan negoisasi (free-
dom of negoisation) telapl tetap harus

berdasarkan suatu perjanjian yang saling
menpuntungkan tanpa mencan keuntu-
ngan sepihak, Oleh karena itn dalam per-
janjian dagang internasional sclalu ada
klausula yang mengatakan bahwa s:apa
yang beritikad buruk, maka i wajib
mengganti kerugian yang yang lerjadi.
Karena pemtingnya prinsip good faith
dan fair dealing ini dalam perdagangan
dunia, maka bangsa Indonesia sebagal-
mana dalam pembukaan Undang-Un-
dang dasar 1945 menyatakan “.... ikut
melaksanakan melaksanakan ketertipan
dunia yang berdassrkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilanan so-
sial_.", maka prinsip good faith dan fair
dealing seharusnya merupakan jiwa dan
nurani bangsa kita,Oleh karena itu sudah
saamya para pembuat kebijakan dan ke-
putusan termasuk para hakim  berani
membentuk, menerspkan dan menegak-
kan prinsip good faith dan fair dealing
ini dalam keputusannya.
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